
 
 

 
 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA 

PERIKANAN DAN TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN, 
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN 

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, 

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH, DAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN 

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang        : a. bahwa sehubungan dengan dibatalkannya 4 (empat) 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh 

Gubernur Kalimantan Selatan, maka untuk memenuhi 
ketentuan yang berlaku perlu melakukan pencabutan atas 
keempat Peraturan Daerah tersebut; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Izin Usaha Perikanan Dan Tanda Pencatatan Kegiatan 

Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara,  Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah, Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 

 
Mengingat         : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5189); 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5589); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepala Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5351); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5533); 
 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1744); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 

188.44/0281/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan 
Perikanan; 

 
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 

188.44/0282/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 

188.44/0315/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 

188.44/0356/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG IZIN 
USAHA PERIKANAN DAN TANDA PENCATATAN KEGIATAN 

PERIKANAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 
TENTANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

UTARA, PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DANPERATURAN 
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN 

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. 
 
 

Pasal 1 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan Dan 
Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 2); 
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2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2008 Nomor 14); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 
1); dan 

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 
Nomor 4); 

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 
Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 
 

Ditetapkan di Amuntai 

pada tanggal  3 Oktober 2016  
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
                  CAP/TTD 

     H. ABDUL WAHID HK 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  3 Oktober 2016   

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

       HULU SUNGAI UTARA, 
 
             CAP/TTD 

 
    H. EDDYAN NOOR IDUR 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 13.-   

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 154 /2016. 

 
 

 


